PERATURAN DAERAH BUPATI PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN VARG MAaHA ESA
BURATI PATI
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5. RKeputusan Menterl Dalam Negeri MNomor 4 Tanun 1597
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&. Peraturan Daesrah kKabupaten Dasran Tingkat 1I Pati
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: PERATURAN DAERAR KRABUPATEN PATI TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUIIAN KENDARAAN BERMOTOR.
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Kendaraan Bermou : ] K

kan olsh psralatan teknik vang berada paaga
kendaraan ity termasuk Kereta gandengan atau
kerata tempalian Yang dirangkaikan dengan

berlaku wajib diujikan untuk mensntukan kelaikkan
jalan, vaitu mobil bus, mobil peEnumpang umum,
mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan
dan kersta tempslan vang dioperasikan di jalan ;

tempat cdudui tigak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi ;
Mobil Bus adalan kendaraan Bermotor YaNg
dilengkapi lsebih davri 8 { delapan ) tempat duduk
tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
_____ s o e P R S TP P SO o .
aengan maupun Tanpas peEriengxkapan oadasi
Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor
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s&lain dari mobil peEnumpang 4an mabii DUs 3
Kendaraan dhusus adalah kendaraan bermotor selain
dari  kendaraan bermotor  untuk penumpang aaii
kendaraan oBrmoTar untuk barang, VaIg
CENggUNaannya untuk kKeperluan khiusus atau

menganakut barang-barang khusus

Kereta Gandengan adalah suatu alat vang di-
pergunakan untuk mengangkut barang vang seluiruh
bebannyva ditumpu oleh alat itu sendiri dan

arik oleh kendaraan bsrmotor
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Sasaran penvelsnggaraan pengujian kendaraan beirmotor
adalah serangkaian kegiatan memaeriksa dan atau
mEnguji, prossdur tata CET & dan pENgawasan

Setiap mobil penumpang umum, mobil bus dan mobil
barang, kendaran khusus, kereta gandengan dan Kereta
b diuji setiap & {(enam) bulan sekali

Fasai 7
Tata cara peEnveienggaraan uji berkala  untuk  vang
pertama kali, uji berkala berikutnva numpang uji dan
mutasi uji ditetapkan lebih lanjut olseh Bupsti.
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fasiiitas pangujian kendaraan cermotor dan
mendapatkan penjelasan sevta bukti luius uji  atas
peEnvslenggaraan pengujian kendaraan bermoior.

Selain meEndapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam
Fasai 17 Peraturan bDasrah ini, maka pemochon sslaku

sesual dengan Peraturan  Perundang-undandgan yang
berlaku.
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Femohon selaku subyek pelavanan vang menyveleng-
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Pasal 17
Pejabat #Fegawal Megeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemsiintah Daerah diberi wewenang
kKhusus sepadgali Fenyidik untuk melakukan
penyvidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah

&
sebagaimana dimaksud daiam

dan Retribusi Dasran Agaimana
Undang~undang ©HNomor 8 Tahun 1581 tentang Hukum

meEngenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan vang dilakukan sshubungan
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pidana dipidang retribusi Dasrah
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tenaga ahii dalam rangka

selaksanaan  tugas panyidikan tindak pidana
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baerlakunya Feraturan Dasrah ini dinvatakan
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Hal-hal vang belum diatur dalam eratuiran Dasirah
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ini, Sepanjang mangenai teknis pelaksanaannya akan
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